
3. Undon9-undan9 Nomor 10 Tahun 2004 Tentong Pernbentukcn 
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara T ahun 2004 
Nomor 53, T ambahan Lembaron Negara Nomor 4389): 

2. Undong-undang Nomor 54 Tahun 1999 Te.ntang Pembentukon 
Kabupaten Saro!angun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
den Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 
1999Nomor 182 Tambahan Lernbcron Negara Nornor : 3903); 

1. Undan9-undan9 Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubohon Atos 
Undan9-undan9 Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara T ohun 1999 No mer 169, 
T ombohan Lembaran Negara Nomor 3890) : 

c. bahwa untuk terlaksananya mcksud point a don b die+cs perlu 
diatur dan dibentuk dengan Peraturan Doerah T entang Susunan 
Organisasi don Tata Ker ja Badon Kepego.waian Doe rah Ko.bupaten 
Saro langun. 

b. bahwo dengan mempedomoni Peraturan Pemerintoh Nomor 8 
T ahun 2003 T entang Pedoman Organisasi Pero.ngkat Daerah, 
Peraturan Doerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Susunan 
Or9(11liSOsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun 
perlu diadakan perubahan dan dise.suaikan; 

f 

a. bohwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintoh Nomor 8 T ahun 
· 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Derah sebagai 

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 84 T chun' 2000 Ten tang 
Peraturan Daerah, mako Susunan Orgonisosi don Tota Ker jo 
Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten I Koto disesuaikan dengan 
Peraturon Perundong-Undongan yang \ebih tinggi : 

M.enimbang · 

/ 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN 

NOMOR or TAHUN 2006 

TENT ANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN 'TAT A KERJ A 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

KABUPATEN SAROLANGUN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAROLANGUN, 
l I 

£_ i!!2i9!C!E.i£&Mt!LB&&MZW2&iiEEMAS!&Sl!l.%&1!E!!BE!_£ .. &£._fi3' ··-- •m _!£ ¥ E 
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN 



04. Dewan Perwakilan . 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun. 
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERA TURAN DAERAH TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN 
SAROLANGUN 

MEMUTUSKAN : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SAROLANGUN 

dan 
BUPATI SAROLANGUN 

Dengcin Persetujuan Ber-scme 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 T ahun 2004 Ten tang Susunan 
n ... :,., ... ic,-::-~i ,j,:-11 Tata Ker ja Sekretariat Dae rah Kabupaten 
Sarolangun (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5 Seri D 
Nomor 1). 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Ten+cnq Wewenan9 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 
Sipi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4263): 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T ahun 2003 T entang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaron Negara Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah 
Otonom (Lembaran Negara,_Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952): 

5. Undang-t.mdang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Doeroh (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4438); 

4. Undang-undang Nomor 32 T ahun 2004 T entang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437); 

Menetapkan 



Bog ion Keduo . 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimoksud pada 
Pasal 3, Badon Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi : 
a. Membantu Kepala Daerah dibidang tugasnya; 
b. Mengkoordinir, mengawasi dan menqendclikcn semua kegiatan 

dibidong Kepegawaian, Adminstrasi dan Diklat; 
c. Perumusan kebijakon teknis dibidong Kepegawaian, Admintrasi 

dan Diklat: 
d. Melakukan koordinasi hubungon ker ja dengan semua lembaga 

pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas; 
e. Merumuskan program ker ja dalam ron9ka peloksencon tugos; 
f. Melaksanakon pembinaon teknis don pembinaon operasional sesuai 

kebijokscncon yang te\ah ditetapkan. 

Pasol 4 

Bodon Kepegawaian Daerah mempunyo.i tu9as me loksonckcn 
odrrinis+rcsi l(P.:'P~f""Vaian, Diklat, Penelitian dan Penqernbcnqcn 
Kepegawaian Daerah. 

(2) Bodon Kepegowaian Daerah di Pimpin oleh seorang Kepcla !3adan 
yang berada di bawah don bertanggung jawab langsung kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

f 

(1) Badon Kepegawaian Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah 
Daerah Kabupaten; 

BAB II 
SADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

Bagian Pertama 
Kedudukon Tugas dan Fungsi 

Pasal 2 

Ke/ompok Jabatan 
Doerah Kobupate.n 

4. Dewan Perwakilon Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilon 
Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun 

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sarolongun 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daeroh Kabupaten 

Sarolangun. 
7. Sadan adalah Sadan Kepegawaiat1 Daerah Kabupaten Sarolangun. 
8. Kepala Badon adalah Kepala Bodon Kepegowairm Daeroh 

Kabupaten Sarolangun. 
9. Kelompok Jabatan Fungsiona/ adalah 

Fungsional pada Badon Kepegawaian 
Saro Ian gun. 

3 
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Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimoksud dalam 
pasal 6, Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi: 
a. Membantu Kepclo Badan dibidang tugasnya; 
b. Mengelola dan menyelen99araJ<.an uruson urnum, keuonqon, 

program, evaluasi dan pelaporan dilingkungan Badon sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan; 

c. Melaksanako.n pengelolaan administrasi kepegawaian, 
perlengkapan rumah tangga dinas dan dokumentasi ; 

d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjul< 
teknis dibidang Kepegawaian Administrasi don Diklat. 

Pesel 7 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas me!aksanakan 
ketatausahaan yang meliputi penyelenggaraan dan melaksanakan 
tugas keuangan, umum, program, evaluasi dan pelcporcn di lingkungan 
Badan Kepegawaian Daerah yang menjadi tan99un9 jowobnvo. 

Bagian Kt!tiga 
Bagian Tata Usaha 

Posol 6 

(3) Lampircm dimoksud pada ayat (2) pasol ini merupokon bagian 
yang tidak rerpisohkon dari Percrurcn Daerah ini. 

(2). ~gen Srruktur Org<lnisasi Bodon Kepe9owl'.lin11 Doemh adalah 
se.bagaimana tercantum pada LampiranPeraturan Daerah ini. 

(1) Susunan Or9anisasi Badan Kepegawaion Daeroh Kabupaten 
Sarolangun terdiri atas: 
1. Kepolo Badon. 
2. Bagian Tata Usaha 

a. Sub Bagian Umum dan Keuangan 
b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 

3. Bidang Administrasi, Pernbjnocn dan Data Pegawai 
a. Sub Bidang Pembinaan bisiplin dan Kesejahteraan Pegawai 
b. Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai 

4. Bidang Formasi dan Mutasi 
a. Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai 
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan 

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan 
a. Sub Bidang Diklat Struktural dan Fun9sional 
b. Sub Bidang Pendidikan Formal. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Boglon Kedua 
Sus1..r1an Orgonisasi 

Posal 5 

4 



Poscl 13 . 

Untuk melcksonckon tugas sebagaimana dimcksud dalam pasal 
11. Bidang Admni~trn<i. Po~~l"'!~~': don Data Pegawai dibantu oleh : 
a. Sub Bagian Pembinaan Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai 
b. Sub Bagain Administrasi don Data Pegawai 

Posal 12 

Dolam menyel~nggarakan tugas sebagci.imana dimoksud dalom 
pasal 10, Bidang Administrasi, Pembinaar. dan Data Pegawai 
melaksanakan funqsi : 
a. Mernbantu Kepalo Badon dibidonq tugasnyn: 
b. Menyusun dan merumuskan perencanaan umum dibidang 

Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai; 
c. M~ngkoorr:linir pelcksonocn Pembinonn Pe9owo.i; 
d. Melakuka.11 pendataan seluruh Pegawai bcik Pegawai Negeri Sipil 

mcupun ?egawai Honorer di lingkungan Pemerintah Kabupc.ten. 

Posal 11 

Bidang Administrasi, Pembinaan dan Data Pegawai mempunyai 
tugas merumuskan kebijakan, penyelenggaraan, pengelolaan 
administrasi kepegawaian, melakukan pembinaan pegawai dan 
mengumpulakan data-data kepegawaian. 

f 

Bagion Keempat 
Bidang Administrasi. Pembinoan don Data Pegawoi 

Pasal 10 

(2) Sub Bogion Pro9ram, Evolua$i don Peloporon mempuriyai tugas 
menyusun program - program dibidang Badon Kepegawaian 
Daerah, me\akukan evaluasi dan membuat laporan ores program - 
program yong +eloh dllcksonokon. 

(1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melckukcn 
penyusunan program kebutuhen, pengadministrasian, melakukan 
urusan tata usaha umum, mengkoordinir penyusunan program 
ke.uangan bodan, perubohan an99aran don perhitungan o.nggaran 
belanja badan serta membina administrasi keuangan badan. 

Pasal 9 

Untuk melckscncken tugas sebagaimona dimaksud dalam pasal 
6, Bagian Tata Usaha dibantu oleh : 
a. Sub Bagian Umum dan Keuangan 
b. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. 

Pasal 8 

5 



Pnscl 18 . 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnoksud dolcrn pnscl 
16, Bidang Formasi dan M.utasi dibantu oleh : 
a. Sub Bidang Pengadaan don Mutasi Pegawai, 
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan. 

Pasal 17 

Dolom rn(.l'.11yel<>.nggoroko11 tu gas selx19(d mono di rncksud pada 
Pasal 15, Bidang Formasi don Mutasi rnelaksanakan funqsi : 
a. Membantu Kepala badan dibidar1g tugasnya; 
b. Menyusun formasi J(P,pe9awaion; 
c. Menyusun rencana Mutasi Pegawai. 
d. Menyiapkon bahan kebijckon, pcdo.ncn dun pe tunjuk teknis 

dibidang Forrncsi dan Mutasi Pegawai. 

Pesel 16 

Bidang Formcsi dan Mutasi mempunyai tugas menyusun 
kebijokon dibidang formasi den mutasi pegawai dilingkungan 
pemerintch Kabupaten. 

f 

Bogian Kelima 
Bidang F0Mno~1 don Mutasi 

Posol 15 

Sub Bidong Admil'listrasi don Doto Pe.9awai niempunyoi t>~:9as : 
a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya; 
b. Merumusl<an kebijakan Kepala Sadan dibidClflg Administrasi dan 

Dato. Pegc.wni ber-dcsorkon Pero+urcn Perundonq-undongcn yang 
berlaku; 

c. Mengumpulkan data-data Pegawoi di lin9kun9on Pemerintah 
Kabupaten Sarolangun. 

' / 

Posa! 14 

Sub Bagian Pembinoen Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai 
mempunyai tugas: 
a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya; 
b. Melaksanako.n pembinaan disiplin pegawai dilingkungan pemerintah 

Kabupaten; 
c. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka meningkatkan 

kesejoh+ercon pegawai. 

Pa~al 13 

6 



Pasal 23 . 

Untuk melokscnokon tugo.s sebcqcimcnc dimcksud c.blam po.:::GI 20, 
Bidang Pendidikon dan Pelatihan dibantu oleh : 
a. Sub Bidang Diklat .Struktural dan Fungsional 
b. Sub Bidong Pendidikon For-rnol 

Pasal 22 

Dclorn menyelenggarakon tugo5 S(".Ol'l.gaimtir.11 dirnoksud Pcsol 
20, Bidang Pendidikan dan Pelatihan melaksanakan fungsi : 
a. Membantu Kepala Badan dalam menjalankan tugasnya; 
b. Melo.kukon rencono kegioton pendidikcn don pek'\tihori bagi 

aparatur pemerintah: 
c. Menyusun loporan ha.sil pelaksanaan diklc+; 
d. Menyusun daftar pegowai ycn,g ckon mengikuti dan telah 

mengikuti Diklat. 

P('IS('II 21 

Bidong Pendidikan dan Pelatihan mempunyoi tugas 
mengumpulkan don menyusun program pendidikan dan pelatihan 
penjenjangan aparatur I kepegawaian ser-rc mengatur teknik 
penyelenggaroan pelc+lhon, peng~nggomn, ujktn dines drm latihan 
prajabatan. 

f 

Baglon Keenarn 
Bidang Pendidikan dan Pelatihan 

Pascd 20 

.5111, Rkk1n9 M.uto~i jobo+on den K~pan9ko.ta.11 mempunyoi tuqos : 
a. Membantu Kepala Bidang dibid<lf'.lg tugasnya; 
b. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah dafo serta 

informasi yong berhubunqon dengan murcsi jobo+on don 
Kepangkatan.; 

c. Menyiapkan rencana kegiatan pelcksonccn mutasi Jabatan dan 
kepangkatan. 

Sub Bido.ng Pengc.doan don Mutasi Pegowai mernpunyc, tugas : 
a. Membantu Kepala Bidang dibidang tugasnya; 
b. Melakukan penyusunan pengadaan Pegawai di daerah; 
c. Melakukcm mutasi kepego.woin di lingkungon Pemerintah 

Kabupaten . 

Paso! 18 
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(3) Pe.rig(ln9k(1t(1V1 don p~mberhention p~johot yc:,n9 be rodo dibawah 
Kepala Badon, dilakukan oleh Bupati atas usu! K.epaia Badan, 
melului Sekreturis Daerah. 

(2) PP-ngongko+on don p~mh~rheritinn SP.hn90.imono dirncksud pado 
Ayat (1) Pasal ini setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan 
Guberr1ur. 

(1) Kepalo Boden dicnqko+ don diberhen+ikon oleh !(epala Doeroh 
dari PNS c+os usu] Sekretaris Daerah. 

BAB III 
ESELONERING, PENGANGKATAN DALAM ,iAFt~TAN 

Pasal 26 

(2) Unruk inek1k..5onol<f.m ti-19os ~bc.griimn"'l'.I HimrJ~<11("i dnlnm oyo+ (1) 
pasal ini, Kelompok Jabaton fungsional terdiri dar·, tenaga­ 
+enoqo dolcm jenjang Jabaton Fungsionol yang dipirnpin oleh 
-te.nn.90 Funqsioncl 1criior s~klku Kenia Kelompok, ynng berada 
dibawah clan bertanggung jawab kepada Kepola Bodon. 

(1) Y,·l01·iir,·1k Jr;hntnr. f-t1n3r:ior.nl ~~hris,,i~,,.,.,,, dimnl<.~1·rl ?O~ri! Fi 
Per-oturcn Do.erah ini mempunvo: tugas melaksonoko.n sebagian 
urusan Badon Kepegawaian Daeroh berdcscrkcn bido.n9 keahlian 
masing-masing. 

f 

B~9lon K~tuJuh 
Kelompok J abatan Fungsional . ~ 

Pasal 25 

Sub Bi dong P~ndidikon Forrnol mi:>.mpunyoi -tr ,90:c; : 
a. Membaritu Kepala Bodon dibidang tugasnya: 
b. Menyu3lm renconu Pendidikan don Pelatihan di bidang Pendidikan 

Forrrol: 
c. Mengimpun dan mempelajcri P~raturan Perundang-undangan, 

Kebijakan Tel<nis, Pedoman dan Petunjuk Teknis serta bahan­ 
bohon k,innyo. yong berhubunqon dengan Diklo+ bidang Pendidikan 
Formal. 

.. Pn~<il 24 

Sub Bidang Dildat don Fung.sion(ll mempunyai tugas; 
a. Membantu Kepclo Bidang dibidang tugasnya: 
b. Melakukar1 rencana kegiatan Diklat Struktural den Fungsional 

bogi (lp(!t'(rturo p1:mf".rintnh: 
c. Menyusun kebutuhan Diklat dan menginventarisir tingkat 

pendidikcn tel<nis fungsional dan srructurc! di /ingkungan 
pr,,-nP:rir,tr,h l(r,huri".\t&>I'\, 

Posn! ?.3 
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Poscl 30 . 

(2) Hnl - ho.I yon9 belum c.ukup din+tJr do.lorn P1>.Mti.1rn11 Dnernh 1n1, 

ckon diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupori. 

(1) Den9on berlokunyc P~rnti1rnn Do.t>.Mh ini, mokn ~goh ke+entuon 
yang bertentongan ataupun bersamaan dengan ini dinyatakan 
+idok ber\aku kA9;. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTU? 

Pasal 29 

(2). Setiap Pimpinan sotuon Orgonisi,si be.rton99un9 jownr> mcmimpin • 
don mengkoordinasikan kepoda bawahannya masing-masing serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi peloksonoon tugas 
bowohon 

(1), Do lorn tr1t>.lnksorinkon ti.,9n~nyfJ. Or-~oni~o.c:i rlnn T nt0 KP"' jo &,dnn 
Kepegawaian Daerah Kabupaten So.rolongun harus menerapkan 
prinsif Koordinasi, Integrasi Singkronisasi don Sirnplikcsi dolom 
pe-lok.~f'll')C'.ln tugos . 

;;,.~B. IV 
TATA KERJA 

Pnsol 28 

Tin9ktJto11 Eselonerinq Jabatan Struktural dilingkungan Badon 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut: 
a. Kepala Badon Eselon II b 
b. Kabag TU. Bidang Eselon m a 
c. Kepala Subbaq Eselon IV a 

Pasal 27 

9 



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGVN TAHUN 2006 NOMOR of" SERI O 
NOMOR G 4-. 

Drs ABD ZA I Si 
PEMBINA TINGKAT I 
NIP. 430 008 999 

SEKRF.TARIS DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN 

f 
Diundangkar1 di Sm~longu, 
pada tanggal ~o s¥\'Wt,,W 2006 

l)ii'etnpkon rli Snrolnn91.1n 
µaci,l "!·an9gal dO .Sty h?tn07,·- 2006 

;'.:::;·~~-..;:-::.:-: t>::-.erah ini mulai berleku pcdo tanggal diundangkan. 
Agar sc+iop orar,g dapat mengetahuinya, memerintahkon 
penglindar,gur, Peroturcn Dae.ro.h ini, dengan menempctkon clalam 
l..embamn Daer<lh Kabupaten Sarolangun 

Pasa! 30 
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Posol l sampai dengan pcsel 30 Cukup jekls. 

TI. PENJH.ASAN PASAL DEMI PASAL 

Dalam ron9ka mewujudkon Or9anisasi P~ran9kat Daerah yang Ideal secoro 
reoritike dan konseprucl maka rerbitnve f',erati .. ,ran Pemerintch Nomor 8 tahun 
2003 tentan9 Pederson Orqoniso.si Perangkat Doeroh. semua Peraturan Doe.rah 
yang berkciten den9M Pcrongkat C>Mrah di lingkungan Pemerintoh Kabupaten 
Sarolangun dilakukon perubahan. 

~~~biJ1ktu1 don pe:nn·k1a:-;;·1 Kele'mbag.-;,;qn P'-"r·>!.rintoh, h<tik Pi?MP-rintah Pusat 
ataupun Pemerintoh boerch lebih diarahkan kepcdc upaya rightsizing vcrru 
upoya menyelenggo.rakan birokrasi Peme.rintah yang diaro.hkon untuk 
me-.ri~"'H'l.h.--gkan Ci ~"r:10S1 yang •~bih Prof~~ional, tronsparan, hirarki yang 
pendek don ter-desentroliscsi kewen(mga."lnyn. Oieh kcreno itu Orgoni~i 
Percrr9k<1t Daerah dim,sim berdasarkon Vfr?i dan Misi yang jc.las, sehingga 
v"9anisa~i krsusun berdasarkan kcoutuhan nyota, don m~n;i!<uti stra~gi 
dalam pencopoien Visi don Misi Orgonisa.si yang telah ditetapkan. 

I. PFI-JJH.A SAN UMUM 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KER.JA 
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH K/IBIJPATEN SARQANGUN 

TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SARCA..ANGUN 
NOMOR OS- T AHUN 2006 

ATAS 

PENJELASAN 



-- 

KEPALA BADAN 

I I 
BAGIAN 

t<B.OMPOK JASATAN Tl.TA USAHA 
FUNOSIONAL 

I 
I 

SUBBAOUMUM SUIIBAG 
DAN PROGRAM,ElfALUASI 

KEl.JANQAN DAN Pa.APORAN 

, 

BIDANO BIDANQ BtCANO Amlllulral ptlff)lnaan clan Formul clan Mutasl Pencldlk.sl dart Pllaftwl data peg-- 

SU8ID SUBID SUSIO 
PllftltmUn dlslpln cbn - Pwigadaan d8n fllall Olk! at Si.r1*tunll dm ..__ 

FunSJ$1onal K~un Pegav.ul p...,,,.. - 
SUBID sumo SUBIO - a.uasi Jabmn clan ..__ 

Pendlclkan Formal '-- Admrutrasl dart Dita PegrMII Kepanglcatan B 
I 

PERDA KAB. SMOLANQUN 
NOMOR :0>Tlh&.Ul2tof 
TANOQAL : ;_o -~ -zoos 

.. .AJKl\R ORGNUAII 
., ICiPEGAWAIAN DAERAH 

AUPATEN IAROLANQUN 


